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Abstract: Criminal Sanctions for Violator of Sexual Abuse Against Children by Act no. 23 years 2002 and Islamic law (Study of 
Bengkulu Court Decision no. 185 / pid.b / 2013 / PN.BKL). This study analyzes the Bengkulu District Court judge’s decision in a 
criminal case of sexual abuse against children Number: No. 185 / Pid.B / 2013 / PN.Bkl terms of the Act. 23 of 2002 and the law 
of Islam. Using qualitative research methods, types of legal normative juridical, with the approach of legislation, case approach 
and conceptual approach through the study of literature and documentary studies. The results showed that the execution of 
criminal sanctions against the perpetrators of sexual abuse of children, according to Law. 23 of 2002 as amended by Law No. 
35 of 2014 on the protection of children can be carried out by a panel of judges to apply Article 82, if the defendant proved to 
meet the elements of objective and subjective elements, while the implementation of Islamic law can be applied ta’zir criminal 
sanction, namely the legal sanctions established by judges / legal government, Then the decision handed down by the judges 
on the Bengkulu District Court case number: 185 / Pid.B / 2012 / PN.Bkl, has been proven legally and convincingly guilty of 
committing the crime of sexual abuse of children as stated in Article 82 of Law No. 23 of 2002 to convict four years in prison 
and a fine of 60,000,000, - (sixty million rupiahs), while in Islamic law, perpetrators of abuse may be subjected to caning (jild) or 
more can create a deterrent effect and the pain is not too long with the purpose of providing education/ teaching (ta’dib) and 
prevention (zajr).
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Abstrak: Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan terhadap Anak Menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2002 dan 
Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu no. 185/pid.b/2013/pn.bkl). Penelitian ini menganalisis putusan hakim 
Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak Nomor: No. 185/Pid.B/2013/PN.Bkl ditinjau 
dari UU. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis hukum yuridis normatif, dengan 
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus danpendekatan konseptual melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan pencabulan terhadap anak menurut UU. 
23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh 
Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 82, jika terdakwa terbukti memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, sedangkan 
dalam hukum Islam pelaksanaan sanksi pidananya bisa diterapkan ta’zir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh hakim/
pemerintah yang sah. Kemudian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada perkara nomor: 
185/Pid.B/2012/PN.Bkl, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 
anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dengan menghukum terdakwa 4 tahun penjara dan denda 
sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku pencabulan dapat dikenakan hukuman 
cambuk (jild) atau lainnya yang dapat membuat efek jera dan sakit yang tidak terlalu lama dengan maksud memberikan 
pendidikan/pengajaran (ta’dib) dan pencegahan (zajr). 
Kata kunci: sanksi pidana, pencabulan terhadap anak, hukum Islam
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Pendahuluan
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat me-
rugikan dan sangat meresahkan masyarakat adalah 
tindak pidana pencabulan—dari sekian banyak jenis 
kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering 
terjadi. Dalam kejahatan pencabulan ini, salah 
satu unsur yang paling menonjol adalah unsur 
paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan 
atau bahkan dengan kekerasan. Para pelaku 
kejahatan pencabulan ini selalu memaksakan 
kehendaknya untuk memenuhi nafsu birahinya 
tanpa memandang siapa korbannya.
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Tindak pidana pencabulan terhadap anak 
dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan 
asusila yang dapat membuat masa depan anak 
menjadi rusak. Sehingga dengan demikian, tindak 
pidana pencabulan perlu penanganan serius dari 
aparat penegakan hukum terhadap pencabulan 
terhadap anak yang diatur dalam pasal 82 UU 
No.23 Tahun 2002 yang rumusannya adalah:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
kekerasaan atau ancaman kekerasaan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, atau 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah). 
Dalam hukum Islam, pencabulan termasuk di 
dalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, 
sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di 
muka Hakim, hukumannya tegas dan jelas. Karena 
dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut 
harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.1 
Dan pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan 
merupakan kejahatan yang sangat peka, karena 
menyangkut harkat dan harga diri kehormatan 
manusia.2
Secara garis besar, jarimah/tindak pidana 
di dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) 
dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah hudud 
(had), jarimah qishash, dan jarimah ta’zir. 
Perbuatan yang mengandung delik-delik ke-
susilaan di dalamnya adalah pada jarimah hudud 
dan jarimah tazir.
Tindak pidana pencabulan yang ditangani 
oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan 
Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.Bkl hanya men-
jatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi pelaku 
dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda 
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) subsidair 
3 (tiga) bulan penjara. Hal ini berdasarkan 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana dengan 
1 Bismar Siregar, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif 
Hukum Pidana Islam dan Barat, dalam Muhammad Amin 
Suma.dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan 
Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 204
2 Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek 
dan Tantangan, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001), h. 204
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atua membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dengan dakwaan Pasal 82 UU 
No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
Menurut analisis penulis vonis yang dijatuhkan 
hakim terdapat beberapa ketidaktepatan karena 
hakim hanya terpaku pada tuntutan jaksa 
pada Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. Padahal pelaku dapat dijerat 
juga dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan 
dalam tindak pidana karena pelaku terbukti 
secara bersama-sama melakukan tindak pidana 
pencabulan terhadap anak dibawah umur. 
Di samping itu, hukuman yang diberikan oleh 
hakim masih rendah karena tidak adanya upaya-
upaya hakim untuk menggali dan menemukan 
hukum-hukum lain yang berkenaan dengan 
permasalahan yang diputuskannya yang dapat 
membuat efek jera bagi pelaku. Idealnya seorang 
hakim harus mampu ber ”triwikrama”, yaitu yang 
secara fundamental proporsional memahami dan 
menguasai trilogi dunia hukum yang meliputi 
faktisitas, normativitas dan idealitas hukum in 
abstracto dan in concreto setiap kali menghadapi 
perkara untuk diperiksa dan diadili.3
Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah 
hukum bagi terdakwa pada khususnya dan 
menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila 
menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti 
oleh para hakim dalam memutus suatu perkara 
yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus 
sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah 
yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak 
terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan 
dalam setiap putusan hakim, khususnya dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
anak korban kekerasan pencabulan menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak.
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa 
perlu mengangkat permasalahan tersebut dan 
mengadakan analisis surat putusan mengenai 
kasus tersebut. Karena itu, penulis melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
sanksi pidana terhadap anak korban kekerasan 
3 Soeyono Koesoemo Sisworo, Beberapa Pemikiran Tentang 
Filsafat Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h. 59
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pencabulan menurut UU. 23 Tahun 2002 dan 
hukum Islam, serta menganalisis putusan hakim 
Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap perkara 
tindak pencabulan terhadap anak di bawah 
umur.
Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah diuraikan di atas, maka permasalahan 
pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana 
terhadap anak korban kekerasan pencabulan 
menurut UU. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam?
2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri 
Bengkulu dalam perkara tindak pidana 
pencabulan terhadap anak Nomor: 185/
Pid.B/2012/PN.Bkl ditinjau da ri UU. 23 Tahun 
2002 dan hukum Islam?
Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode yuridis normatif, dengan pendekatan 
Undang-Undang (statute approach), pendekatan 
kasus dan pendekatan konseptual. Kemudian di-
lakukan pengumpulan bahan hukumdokumenter 
adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang 
penting dalam penelitian ini adalah berkas 
putusan Nomor: Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.Bkl 
yang dijadikan bahan penelitian dan bahan 
hukum tinjauan pustaka, yang merujuk pada 
buku-buku yang membicarakan masalah yang 
sesuai dengan permasalahan, setelah data 
didapat dianalisis secara deskriptif normatif, 
yaitu dengan mengelompokkan data menurut 
aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan 
uraiannya secara logis.
Konsep Anak di Mata Hukum 
Anak merupakan aset bangsa dan negara yang 
harus dijaga agar kelak ia dapat mengembangkan 
dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap 
bangsa dan negara. Namun, ada anak yang justru 
membahayakan kepentingan orang lain, sehingga 
mengusik ketertiban masyarakat.Mereka bisa 
dikatagorikan sebagai anak nakal.4
Anak-anak yang karena ketidakmampuan, 
ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, 
mental maupun intelektualnya perlu mendapat 
perlindungan, perawatan dan bimbingan dari 
4 Adnan Hasan Shalih, Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak 
Laki-laki, (Jakarta Gema Insani Press, 1996), h, 45.
orang tua (dewasa).Perawatan, pengasuhan serta 
pendidikan anak merupakan kewajiban agama 
dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai 
dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa 
dan negara.
Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan 
dengan peradaban itu sendiri yang makin 
hari makin berkembang. Anak adalah putra 
kehidupan, masa depan bangsa dan negara. 
Karena itu, anak memerlukan pembinaan, 
bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, 
mental dan spritualnya secara maksimal.5 Oleh 
sebab itu, anak sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, 
sehingga tidak ada manusia atau pihak lain 
yang boleh merampas hak tersebut.6 Menurut 
R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda 
dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan 
hidupnya karena mudah terpengaruh untuk 
keadaan sekitarnya”.7Anak di mata hukum positif 
Indonesia lazim diartikan sebagai “orang yang 
belum dewasa”8.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak 
merupakan penerus bangsa yang mengemban 
tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh 
generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus 
cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat 
tumbuh dan berkembang menjadi manusia 
dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, 
bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. 
Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh 
kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan 
pengarahan yang tepat.
Untuk mencapai kondisi ideal seperti di atas 
tentunya bukan tugas negara dan masyarakat 
semata tetapi terutama merupakan tugas dan 
tanggung jawab orang tua. Dalam ajaran Islam, 
anak justru yang sangat berguna bagi orang 
tua setelah ia meninggal dunia yaitu adanya 
amal yang tidak terputus dari anak yang saleh 
(human man). 
Secara kemasyarakatan, anak mempunyai 
peranan penting antara lain sebagai penyambung 
5 Husen Abdul Majid, dkk, Mengasuh Anak Menurut Ajaran 
Islam, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), h, 125. 
6 Bagir Manan, Ilmuwan dan Pengak Hukum. (Jakarta: 
Mahkamah Agung R.I, 2008), h, 91.
7 R.A. Koesnan. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis 
Indonesia, (Bandung: Sumur). h. 113.
8 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik 
dan Permasalahannya.(Bandung: Mandar Maju, 2005), h, 3.
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keturunan dan ahli waris bahkan dalam hukum 
adat, anak adalah sebagai penerus keturunan, 
penerus kekerabatan dan sebagai kelanjutan 
dari keputusan orang tuanya. Sedangkan dalam 
skala negara dan bangsa sebagaimana telah 
disinggung terdahulu, anak adalah merupakan 
aset bangsa yang tidak ternilai harganya yang 
dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 
utama (leading indicator) ekonomi suatu bangsa. 
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur 
dengan tegas kewajiban orang tua terhadap 
anak. Dengan demikian, suami isteri memikul 
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. 
Hak maupun kewajiban orang tua terhadap 
anak dalam hukum dikenal dengan istilah 
“kekuasaan orang tua” (ouderlijkemacht). 
Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi 
kehidupan seorang anak terutama yang belum 
dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-
hak dasar anak akan dipenuhi.9
Dalam keluarga yang orang tua bercerai 
pertumbuhan anak dalam standar yang ideal 
kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan 
jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi 
secara sempurna. 
Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan 
materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga 
yang kedua orang tuanya sudah bercerai, 
pertumbuhan dan perkembangan anak tentu 
akan mengalami hambatan yang serius apabila 
kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya 
pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai 
dewasa tidak ada kejelasannya. 
Dalam simposium aspek-aspek hukum 
masalah perlindungan anak dilihat dari segi 
pem binaan generasi muda yang diselenggarakan 
BPHN telah dicatat beberapa kesepakatan 
antara lain bahwa konsepsi perlindungan anak 
me liputi ruang lingkup yang luas dalam arti 
bahwa perlindungan anak tidak hanya me-
ngenai perlindungan atas semua hak serta 
kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan 
dan perkembangannya dengan wajar baik secara 
9 Irma Setyowati Soemitro, “Kekuasaan Orang Tua Setelah 
Perceraian (Suatu Penelitian di Desa Cukil, Sruwen dan 
Sugihan Kecamatan Tengaran”, dalam Majalah Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, h. 37. 
rohani, jasmani maupun sosial, melainkan 
perlindungan anak juga menyangkut aspek 
pembinaan generasi muda.10
Secara garis besar maka dapat disebutkan 
bahwa perlindungan anak dapat dibedakan 
dalam dua pengertian, yaitu:11
a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang 
meliputi: 
1. Bidang hukum publik; 
2. Bidang hukum keperdataan. 
b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang 
meliputi: 
1. Bidang sosial; 
2. Bidang kesehatan; 
3. Bidang pendidikan.
Menyadari demikian pentingnya anak dalam 
kedudukan keluarga, individu, masyarakat, 
bangsa dan negara, maka undang-undang 
telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam 
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-
undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam serta berbagai 
peraturan perundang-undangan lain. Demikian 
pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan 
pengadilan.
Di samping hak-hak anak memperoleh 
pengakuan dalam peraturan perundang-undangan 
nasional, hak-hak anak juga memperoleh 
pengakuan dalam peraturan perundang-undangan 
secara internasional. Hal tersebut terlihat dalam 
berbagai konvensi-konvensi Internasional yang 
memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan 
anak seperti misalnya Convention on The Rights 
of Child Tahun 1989, ILO ConventionNo. 182 
Concerning The Prohibition and Amediate Action 
for The Worst Forms of the Child Labour tahun 
1999 dan lain sebagainya. 
Meskipun telah diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan dan adanya 
kecenderungan internasional yang memfokuskan 
perhatian terhadap anak, pada kenyataannya 
masih banyak anak yang tidak beruntung 
10 Aminah Azis, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: 
USU Press, 1998), h. 26.
11 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan 
Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 13.
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(disadvantaged children) dalam mencukupi 
kehidupannya.
Konsep Tindak Pidana Pencabulan 
Dapat diyakini bahwa semakin tinggi 
peradaban manusia, setan semakin memainkan 
peranannnya, sehingga orang menjadi “Zhalim” 
(aniaya) dan “Jahl” (bodoh). Sebagaimana firman 
Allah Swt:
ﯥ   ﯤ     ﯣ   ﯢ   ﯡ   ﯠ   ﯟ 
ﯮ   ﯭﯬ    ﯫ   ﯪ   ﯩ   ﯨ   ﯧ   ﯦ 
ﯱ   ﯰ          ﯯ 
Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 
amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, 
Maka semuanya enggan untuk memikul amanat 
itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, 
dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat 
bodoh (Q.S. Al-Ahzab: 72).
Bukannya terus mengikuti petunjuk yang 
diberikan oleh Sang Pencipta melalui Rasul 
dan Nabi-Nya sepanjang masa. Tak peduli 
betapapun murni dan barunya suatu masyarakat 
tertentu, tindak pidana akan tetap di laku-
kan meskipun ada tingkat perbedaannya.12 
Tindak pidana kesusilaan misalnya, bukan 
hanya menimpa perempuan dewasa, namun 
juga perempuan yang tergolong di bawah umur 
(anak-anak).Tindak pidana kesusilaan ini tidak 
hanya berlangsung di tempat-tempat tertentu 
yang memberikan peluang manusia berlainan 
jenis dapat saling berkomunikasi, di lingkungan 
keluarga, namun juga dapat terjadi di lingkungan 
sekolah.13
Menurut Harkristuti Harkrisnowo tindak pidana, 
secara sederhana merupakan suatu bentuk 
perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan 
yang membawa konsekuensi sanksi hukum 
pidana pada siapa pun yang melakukannya.
Oleh karena itu, tidak sulit dipahami bahwa 
tindak-tindak semacam ini layaknya dikaitkan 
dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya 
dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat 
12 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 1
13 Abd.Wahid, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 
(Advokasi atas Hak-hak Perempuan) (Bandung: Refika Aditama, 
2001), h. 7.
pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak 
mengherankan bahwa perbedaan ruang tempat 
dan waktu juga akan memberikan perbedaan 
pada perumusan sejumlah tindak pidana.14 
Seperti yang terjadi antara hukum Positif dan 
hukum Islam.
Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang 
kerap digunakan untuk tindak pidana ini 
yaitu jinâyah dan jarîmah. Dapat dikatakan 
bahwa kata ‘jinâyah’ yang digunakan para 
fuqaha adalah sama dengan istilah ‘jarîmah’.15 
Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinâyah 
mengacu kepada hasil perbuatan seseorang.
Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada 
perbuatan yang dilarang.Di kalangan fuqaha’, 
perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan 
yang terlarang menurut syara’.Meskipun demikian 
para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya 
untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam 
keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pem-
bunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat 
fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada 
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 
hukumanhud d dan qishash tidak termasuk 
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 
hukuman ta’zîr. Istilah lain yang sepadan dengan 
istilah jinayah adalah jarîmah, yaitu larangan-
larangan syara’ yang diancam Allah dengan 
hukuman had atau ta’zir.16
Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan 
merupakan jarimah ta’zir, karena dalam hal ini 
jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-
Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. 
Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan 
jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan 
terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak 
mengaturnya secara spesifik, tindak pidana 
pencabulan dianalogikan dengan perbuatan 
yang mendekati zina.
Tindak pidana kesusilaan pada dasarnya, 
dapat dirumuskan sebagai tindak pidana yang 
14 Hakristuti Hakrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam 
Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam 
Muhammad Amin Suma,dkk, Pidana Islam di Indonesia 
(Peluang, Prospek,  dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2001), h. 179
15 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan 
Syari’at Islam dalam Konteks Modernitas, (Bandung: Asy Syaamil 
Press & Grafika, 2001), h.132.
16 A.Djazuli. Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan 
dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.1.
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berhubungan dengan perilaku seksual. Meng ingat 
perilaku seksual merupakan bentuk perilaku 
manusia yang sangat pribadi.Maka mudah 
dipahami jika perumusan tentang perilaku ini 
dalam kaitannya dengan hukum pidana tidaklah 
mudah dibandingkan dengan perilaku-perilaku 
melanggar hukum pidana lainnya. Misalnya 
tindak pidana terhadap nyawa atau harta benda, 
terutama dikaitkan dengan nilai-nilai setempat.17
Dalam hal tindak pidana kesusilaan apa yang 
akan menjadi ukuran suatu tindakan dapat 
dipidana terdapat beberapa pendapat. Ada yang 
mengemukakan bahwa moral sebagai ukuran 
dan ada yang mengemukakan hukum sebagai 
ukurannya.Apabila dua hal ini yang menjadi 
ukuran maka sebenarnya hukum yang bermoral 
atau moral yang seirama dengan hukumlah yang 
lebih tepat sebagai ukuran.
Masalah kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari 
peradaban bangsa dan peradaban bangsa-bangsa.
Namun yang paling berperan adalah peradaban 
bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia dikenal 
berbagai peradaban suku bangsa sebagai ke-
nyataan sambil menuju kepada kesatuan dan 
persatuan peradaban itu, maka kenyataan masa 
kini harus dihadapi demi menegakkan keadilan 
dan kebenaran.
Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anak 
Korban Kekerasan Pencabulan Menurut UU. 
23 Tahun 2002 dan Hukum Islam
Dalam  pemberian  sanksi  pidana  terhadap 
pelaku  sebaiknya  diberikan  hukuman   seberat-
beratnya.   Pemberian  sanksi  berat tersebut 
harus  diperhatikan  pada  motif  pelaku,  tujuan 
pelaku  melakukan  tindak pidana, cara pelaku 
melakukan tindak pidana dan motif korban. 
Artinya, kalau pencabuilan tersebut  dilakukan 
atas  kesalahan  murni  dari  pelaku  dengan 
adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan 
terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut 
dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam 
hal ini adalah korban murni yang  artinya 
mereka  menjadi  korban  yang  sama  sekali 
tidak  bersalah,  melainkan karena  perbuatan 
pelaku  yang  mengancam  ataupun  melakukan 
kekerasan  untuk melakukan persetubuhan dan 
17 Harkristuti Hakrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan,.., 
h.180-181.
itu dilakukan di luar perkawinan.18
Pasal 81 (1) UU No.23 Tahun 2002 mengatur 
ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan 
persetubuhan di luar perkawinan dengan pidana 
minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. 
Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut 
terbagi 2 (dua) unsur pidana perkosaan yakni 
dilakukan dengan ancaman kekerasan atau 
kekerasan (Pasal 81 ayat (1)) dan dilakukan 
dengan bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian 
kebohongan (Pasaal 81 ayat (2)). Namun kalau 
pencabulan dilakukan karena kesalahan dari 
pelaku maupun korban yang dilakukan atas 
dasar suka sama suka, bahkan kesalahan dari 
korban  yang mana korban  yang  sebenarnya 
menjadi  pelaku  dengan  berlagak diperkosa 
dengan tujuan hanya mendapatkan sesuatu dari 
pihak pelaku, maka pelaku tidak dapat diberi 
pemberatan hukuman.
Dalam hukum Islam, kejahatan pencabulan 
dapat dikatagorikan jarimah perkosaan (zina) 
yang dibagi menjadi dua, yaitu: jika pelaku 
masih bujang, maka ia dikenai hukuman had 
dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan 
pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau 
bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. 
Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan 
hukum pencabulan adalah bahwa hukuman 
zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-
laki dan perempuan), sedangkan hukuman 
pencabulan hanya diberikan kepada pelaku 
pencabulan saja dan tidak dikenakan kepada 
korban, sebagaimana dalam firman Allah: 
ﭥ   ﭤ  ﭣﭢ    ﭡ  ﭠ    ﭟ       ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛ 
ﭱﭰ  ﭯ  ﭮ  ﭭ           ﭬ   ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ   ﭧ  ﭦ 
ﭶ   ﭵ   ﭴ   ﭳ    ﭲ 
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki 
yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari 
keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. 
An-Nuur: 2).
18 Arif Gosita, MasalahKorbanKejahatan, (Jakarta: Akademia 
Pressindo,1993),h.12.
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Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa 
dalam kasus pencabulan, pihak pelaku dapat 
ditempatkan (diposisikan) status hukumnya 
dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban 
status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa 
berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar 
kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya 
sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat 
seks pelaku. Dan pelaku dapat berbuat sesuai 
kehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan 
hak asasi korban.
Hukum Islam telah mengatur segala macam 
perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, 
khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. 
Contohnya seseorang yang melakukan kejahatan 
pemerkosaan atau dalam hukum Islam disebut 
dengan perbutan zina yang dilakukan secara 
paksa, maka pelaku akan dikenakan sanksi 
atau hukuman yang telah ditetapkan dalam 
nash. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan 
lebih berat, karena selain hukuman yang telah 
ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga 
mendapat hukuman tambahan karena melakukan 
pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapat 
hukuman tambahan berupa ta’zir.
Perlindungan bagi anak korban pencabulan, 
dalam pengaturan hukum Islam bagi pelaku yang 
melakukan pelecehan seksual, bias dikenakan 
kukum pidana Islam, ini bukanlah sesuatu 
yang menakutkan bagi manusia, melainkan 
ketentuan yang mencegah timbulnya rasa takut 
dalam diri manusia dari kemungkinan menjadi 
korban tindak kejahatan. Sanksi hukumannya 
memang seperti membangkitkan bulu roma bagi 
pelaku (pelanggar/ penjahat), tetapi bagi anggota 
masyarakat lainnya, sanksi tersebut mengandung 
substansi moral dan perlindungan kemanusiaan 
yang tinggi.
Upaya perlindungan hukum terhadap anak 
korban tindak pencabulan perlu dilakukan secara 
nyata, hati-hati, tepat, dan berkesinambungan. 
Sehingga upaya perlindungan hukum tersebut 
memerlukan peran serta pemerintah, lembaga-
lembaga yang terkait dalam perlindungan anak, 
masyarakat, serta peraturan perundang-undangan 
yang menjadi pelaksanaannya. Di samping itu, 
sosialisasi, promosi dan penegakan hak-hak 
anak perlu dilakukan secara terus-menerus dan 
sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan oleh kodrat 
anak adalah sebagai seorang individu yang lemah 
dalam masa pertumbuhan dan harus mendapat 
perlindungan. Anak tidak dapat dibiarkan untuk 
berjuang sendiri dalam memperoleh haknya 
secara utuh.
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 
Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan 
Terhadap Anak Nomor: 185/Pid.B/2012/
PN.Bkl Menurut UU. 23 Tahun 2002 dan 
Hukum Islam.
Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 
185/Pid.B/2012/PN.Bkl di atas didasarkan pada 
dakwaan jaksa yang menggunakan dakwaan 
tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal tidak ada 
kata-kata “atau” yang memberi pilihan kepada 
hakim untuk menerapkan salah satu di antara 
dakwaan-dakwaan yang diajukan. Penjatuhan 
pidana dengan dakwaan tunggal adalah dengan 
cara memeriksa dahulu dakwaan secara ke-
seluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas 
keseluruhan dakwaan, hakim langsung dapat 
men jatuhkan hukuman bila dalam pemeriksaan 
atas dakwaan terbukti. Tujuan yang hendak 
dicapai dalam menyusun surat dakwaan tunggal 
tersebut adalah untuk menghindari pelaku 
terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban 
hukum pidana. Dalam hal ini Jaksa menerapkan 
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.
Hakim mempunyai kebebasan dalam hal 
menjatuhkan putusan. Namun, kebebasan yang 
dimiliki hakim tidak bersifat mutlak karena 
putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim 
yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah. 
Hakim juga mempertimbangkan apakah dengan 
adanya fakta-fakta hukum telah terungkap bukti 
yang dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau 
tidak melakukan perbuatan yang didakwakan 
penuntut umum.
Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 
185/Pid.B/2012/PN.Bkl dibuat berdasarkan 
keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut di-
peroleh dari alat bukti yang terdiri dari keterangan 
terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti 
berupa satu lembar celana jeans warna abu-abu 
hitam merk Bebe, satu lembar baju kaos tangan 
panjang motif garis-garis merk démodé, satu 
lembar celana dalam warna putih cream, satu 
lembar BH warna hijau garis-garis merah jambu. 
Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, 
hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa 
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telah melakukan tindak pidana pencabulan 
terhadap anak di bawah umur. Putusan yang 
dijatuhkan hakim terhadap terdakwa adalah 
hukuman penjara selama empat tahun dan 
pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam 
puluhjuta rupiah).
Apabila ditinjau dari beratnya sanksi pidana 
yang dijatuhkan, maka penerapan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan 
terhadap anak di bawah umur dalam Putusan 
Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.Bkl telah sesuai 
dengan sanksi yang disebutkan dalam Pasal 
82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit 
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  dan 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).
Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam 
Putusan Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.Bkl juga telah 
menerapkan asas lex specialis. Asas lex specialis 
artinya aturan yang bersifat khusus (specialis) 
mengesampingkan aturan yang bersifat umum 
(generalis). Pengaturan mengenai tindak pidana 
pencabulan dalam Pasal 82 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak mengesampingkan Pasal 290 KUHP. Hakim 
dalam Putusan Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.Bkl 
lebih mengutamakan Pasal 82 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dalam menjatuhkan pidana.
Dalam hukuman yang dijatuhkan majelis 
hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pembebanan 
hukuman kumulatif yang berupa 4 tahun 
penjara  tampaknya sejalan  dengan  Konsep 
KUHP  dalam  menerapkan  ancaman  pidana 
maksimum khusus, sedangkan untuk hukuman 
denda yang dibebankan kiranya tidak sejalan 
dengan kriteria hukuman denda secara umumnya. 
Hal ini tentunya  masih belum bisa  mengatasi 
beban  hukuman  kumulatif  yang  dibebankan 
pada  anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana 
pencabulan. 
Jika dilihat dari segi hukum pidana Islam, 
maka tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa, merupakan tindak pidana yang dikenai 
hukuman ta’zir, karena dalam hal ini hukuman 
had dan qishash tidak mengatur.
Menurut A. Djazuli, ta’zir juga berarti hukuman 
yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan 
ta’zir karena hukuman tersebut sebenarnya 
menghalangi si terhukum untuk kembali kepada 
jarimah atau dengan kata lain membutnya jera.19
Tindak pidana pencabulan merupakan 
jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan 
(kerusakan akal). Mengenai tindak pidana ini, 
hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, 
tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan 
perbuatan yang mendekati zina. Sebagaimana 
firman Allah Swt dalam Alquran:
ﮒ    ﮑ   ﮐ       ﮏ      ﮎ   ﮍﮌ   ﮋ   ﮊ 
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; 
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji. dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-
Isra’: 32).
Kata mendekati zina bukan berarti melakukan 
perbuatan zina itu sendiri. Ulama Malikiyah 
mendefinisikan zina dengan me-wathi-nya 
seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita 
yang bukan miliknya, dilakukan dengan sengaja. 
Sedangkan ulama Syafi’iyah mendefinisikan 
bahwa zina adalah memasukkan zakar ke 
dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat 
dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.20
Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa suatu tindak pidana (jarimah) 
dikatakan perbuatan sebagai zina apabila 
memasukkan alat kelamin pria ke dalam 
alat kelamin wanita, dan ini dilakukan untuk 
memuaskan hawa nafsu. Sedangakan jarimah 
pencabulan itu sendiri tidak sampai pada 
konteks persetubuhan, jarimah pencabulan yakni 
segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan keji yang dilakukan 
dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti 
cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 
meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Oleh 
sebab itu, dalam hal ini jarimah pencabulan 
dianalogikan sebagai perbuatan mendekati zina.
Selanjutnya mengenai batas terendah 
hukuman jilid pada jarimah ta’zir, Ibn Qudamah 
me nyebutkan bahwa batas terendah tidak dapat 
ditentukan, melainkan diserahkan kepada 
ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya, 
pelakunya, waktunya, dan pelaksanaannya. 
Dan tampaknya pendapat Ibn Qudamah ini 
19 A. Djazuli, Fiqh Jinayah …, h.165.
20 A. Djazuli, Fiqh Jinayah …, h. 35
ARIP SEMBODA: Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan | 77
lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan 
Ulil Amri sebagai pegangan semua hakim. Dan 
bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak ada 
lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah 
“Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan 
pendapat”.21
Jika  melihat  hukuman  yang  diterima 
oleh  terdakwa  yaitu  hukuman kumulatif 
berupa  pidana  penjara  selama  4 (empat) 
tahun dan denda sebesar  Rp.  60.000.000, 
seperti yang ditentukan dalam hukum pidana 
umum--tidak dijatuhkan,  maka bisa dipastikan 
bahwa hukuman tersebut sangat kontras dengan 
ketentuan hukuman yang ada di dalam hukum 
pidana Islam. 
Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman 
saja adalah karena pada dasarnya suatu 
hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan 
pendidikan/pengajaran (ta’dib) dan pencegahan 
(zajr) terhadap orang lain. Karena Islam sangat 
longgar  dalam  memberikan  hukuman, hanya 
satu hukuman yang ia dapatkan,  hal  tersebut 
juga  merupakan  hukuman  yang  mendidik-
nya dengan ketentuan waktu yang  ditentu-
kan, jadi tidak  menghambat perkembangan 
pendidikannya. Hukuman  yang  semacam 
inilah yang kiranya pantas untuk diterapkan 
bagi terdakwa yang masih berstatus pelajar yang 
melakukan tindak pidana, ia harus lebih banyak 
belajar dari  semua kesalahan-kesalahannya, 
memperbaiki dirinya dengan sepenuhnya men-
dekatkan dirinya pada Allah Swt yang Maha 
Mengampuninya, dengan sungguh-sungguh 
bertaubat dan berperilaku baik.
Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah diuraikan se-
belumnya, maka dapat diambil kesimpulan:
1. Pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan 
pencabulan terhadap anak menurut UU. 23 
Tahun 2002 dapat dilaksanakan oleh Majelis 
Hakim dengan menerapkan Pasal 82UU. 23 
Tahun 2002 maupun Pasal 290 ayat 2 KUHP, 
apabila terdakwa terbukti memenuhi unsur 
objektif dan unsur subjektif yang terdapat 
dalam kedua pasal tersebut dengan ancaman 
pidana maksimal 15 tahun penjara dan 
serendah-rendahnya 3 tahun penjara. 
21 A. Djazuli, Fiqh Jinayah….h. 198
Sedangkan dalam hukum Islam, pelaksanaan 
sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan 
pencabulan terhadap anak bisa diterapkan 
ta’zir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh 
pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya 
bisa beragam tergantung putusan hakim yang 
ditunjuk oleh pemerintah tersebut berdasarkan 
ijtihadnya.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bengkulu pada perkara 
nomor: 185/Pid.B/2012/PN.Bkl, setelah mem-
baca surat-surat dakwaan JPU, mendengar 
keterangan-keterangan saksi dan terdakwa, 
menimbang dan sebagainya memutuskan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pencabulan terhadap anak 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 UU No. 
23 Tahun 2002 dengan menghukum terdakwa 
4 tahun penjara dan denda sebesar 60.000.000,- 
(enam puluh juta rupiah). Namun putusan 
tersebut tidaklah  sesuai  dengan  hukum 
pidana Islam yang  menjelaskan  bahwa “bagi 
satu  kejahatan  atau  pelanggaran  hanya 
boleh  dijatuhkan  satu  hukuman pokok, 
lebih  dari  satu  hukuman  pokok  tidak 
diperkenankan”.  Oleh sebab itu hukuman 
penjara dan denda tersebut tidaklah efektif 
karena sudah pasti pendidikan terdakwa akan 
terhambat meng ingat terdakwa masih status 
pelajar. Di samping itu hukuman denda yang 
cukup besar dapat membebani terdakwa 
dan berpeluang tidak mampu dibayar oleh 
terdakwa.Sedangkan dalam hukum Islam, 
pelaku pencabulan dapat dikenakan hukuman 
cambuk, penjara, pengasingan atau lainnya 
yang dapat membuat efek jera dan sakit yang 
tidak terlalu lama serta pelaku masih bisa 
melanjutkan studinya. Hukum pidana Islam 
tidak mengenal hukuman kumulatif .
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